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ABSTRAK

M. Nurul Ahsan, 1620311056, KONSEP AKAD AL-QARD DALAM
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH (Studi Fatwa DSN-MUI dan
AAOIFI tentang al-Qard), Tesis. Program Magister Hukum Islam Konsentrasi
Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum al-Qard, Fatwa DSN-MUI, Fatwa AAOIFI, Magasid asy-
Syari’ah, al-Qawa’id al-Fighiyyah, Riba.

Penelitian ini mengkaji konsep akad al-qard menurut fatwa skala nasional
Dewan Syariah Nasional Majilis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan fatwa skala
internasional Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution
(AAOIFI). Data-data yang disertakan meliputi fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang al-Qard, AAOIFI nomor 19 tahun 2004 tentang al-Qard serta
pendapat fikih lintas mazhab. Setidaknya penelitian ini mengurai dua rumusan
masalah: 1) apa perbedaan konsep akad al-gard menurut fatwa DSN-MUI dan
AAOIFI?, dan; 2) bagaimana pandangan Magasid mengenai fatwa tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka bersifat deskriptif-analitis melalui
pendekatan normatif-yuridis menggunakan teori Magasid asy-Syari’ah perspektif
Jasser Auda sebagai teori utama (grand theory) mengenai perbaikan jangkauan
(mu’alajah al-mustawayat), pengembangan ekonomi kognitif (al-igtisad al-ma 'rif7)
dan cara berfikir skala prioritas (al-aulawiyyat). Teori ini dalam analisisnya juga
menggunakan teori al-Qawa’id al-Fighiyyah sebagai teori bantu (secondary theory)
mengenai maksud dan tujuan akad (an-niyyah) para pihak yang sedang berakad serta
mengenai landasan hukum menggunakan adat kebiasaan (al- ‘adah/al- ‘urf).

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Fatwa
DSN-MUI dan AAOIFI memiliki sejumlah perbedan dan kesamaan: a. wilayah
jangkauan serta pengaruh fatwa DSN-MUI lebih kecil daripada AAOIFI; b. fatwa
AAOIFI jauh lebih komprehensif daripada fatwa DSN-MUI; c. perbedaan paling
mendasar di antara keduanya terletak pada butir adat kebiasaan (al-‘adah) yang
dituangkan dalam fatwa AAOIFI, namun tidak diakomodir dalam fatwa DSN-MUI;
d. ketiadaan butir adat kebiasaan (al- ‘adah) dalam fatwa DSN-MUI menjadi celah
bagi lembaga keuangan syariah menerbitkan akad al-gard untuk meraih keutungan
hingga rentan digunakan legitimasi ajang praktik riba. 2) Pandangan magasid asy-
syari’ah mengenai fatwa DSN-MUI dan AAOIFI terdapat beberapa catatan: a. ada
indikasi ketidakselarasan antara jangkauan al-magasid al-juz iyyah al-magasid al-
‘ammah dan al-magqasid al-khassah; b. akad al-gard berpotensi dijadikan sebagai
pengembangan ekonomi kognitif (al-iqtisad al-ma 'rifi), yaitu ekonomi berbasis ilmu
pengetahuan; c. skala prioritas (al-aulawiyyat) dalam akad al-qard harus dirumuskan
ulang agar keluarnya produk ini dapat tepat mengenai sasaran pada orang yang
kurang mampu daripada diperuntukkan perusahaan-perusahaan raksasa yang
seringnya hanya menghasilkan kebutuhan konsumtif.
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MOTTO

Berpendapatlah sesuka kalian selama mampu
mempertanggungjawabkan argumentasinya. (inspirade by: Dr.
Nasr Hamid Abu Zaid)

Silakan berfikir segila mungkin, asal jangan berhenti belajar!
(Gus Mus)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan
tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan
0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba’ b Be
) ta’ t Te
& sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
& Kha kh ka dan ha
A Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er
B Zai z Zet
" Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
U sad $ es (dengan titik di bawah)
U dad d de (dengan titik di bawah)
R ta’ t te (dengan titik di bawah)
1 za’ V4 zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas
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& Gain G Ge
- fa’ F Ef
a3 Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
dJ Lam L El
- Mim M Em
O Nun N En
P Wawu W We
. ha’ H H
. Hamzah J Apostrof
& ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Cpaxia Ditulis muta‘aqqidin

=

dAc Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h

4 Ditulis Hibah

L Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan “h”.
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Ll j‘ﬁ\ dal S Ditulis karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammabh, ditulis

dengan tanda t.
)Lél\ 38 ) Ditulis zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Kasrah Ditulis |
- Fathah Ditulis A
2 dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis A
lals Ditulis Jahiliyyah
fathah + ya’ mati Ditulis A
2 Ditulis yas‘a
kasrah + ya’ mati Ditulis I
dammah + wawu mati Ditulis O
uhj)é Ditulis furad
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati Ditulis Aj
2SS Ditulis Bainakum
fathah + wawu mati Ditulis Au
J s Ditulis Qaulun



G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
il Ditulis a’antum
(u.s\\
e Ditulis uiddat
A S CAl Ditulis la*in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah
Sl Ditulis al-Qur-an
i) Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.

el Ditulis as-Sama’

il Ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

u.bj)ﬂ\ LE}'S Ditulis zaw1 al-furtd

aaudl Jal Ditulis ahl as-sunnah
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BAB |I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi dalam tatanan hukum Islam memiliki peranan penting
sebagai salah satu instrumen umat untuk mendapatkan kebahagiaan (al-falah).
Alasan paling mendasar bahwa kebutuhan manusia dalam memperoleh hal-hal
bersifat keakhiratan (ukhrawi) tak bisa lepas dengan hal-hal bersifat
keduniawian (dunyawi). Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi Islam pada
prinsipnya merupakan tujuan syariah Islam itu sendiri (magasid asy-syari’ah)
yang memuat nilai-nilai kebaikan dunia maupun akhirat. Dengan demikian
sangat logis bila aktivitas ekonomi dalam Islam dikatakan sebagai aktivitas yang
bernilai ibadah sehingga perjalanannya harus dituntun dan dikontrol agar dapat

sejalan dengan ajaran Islam secara kesuluruhan (kaffah).!

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan berdirinya
lembaga-lembaga keuangan syariah yang bertujuan memberi solusi bagi
problematika ekonomi masyarakat. Keuangan syariah secara esensial memiliki
perbedaan dengan keuangan konvensional, baik dari aspek tujuan, mekanisme,
kekuasaan, ruang lingkup, tanggung jawab serta beberapa hal lainnya. Perbedaan
paling mendasar diantara keduanya ialah setiap institusi dalam lembaga

keuangan syariah secara integral menjadi bagian dari sistem keuangan syariah.?

! Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Depok: Kencana, 2017),
him. vii.

2 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009),
him. 27-29



Lembaga keuangan syariah yang berkembang di tengah masyarakat saat ini
memiliki beragam produk keuangan diantaranya akad al-gqard. Produk ini
merupakan pinjaman tanpa bunga (non interest loan) atau pinjaman kebajikan
(benevolent loan) sebagai pembanding pinjaman berbunga di lembaga keuangan
konvensional. Prinsip al-qard adalah pengalihan kepemilikan kepada seseorang
dimana orang tersebut terikat untuk mengembalikannya dengan nilai serupa.
Bila dalam pengembalian terdapat tambahan tanpa dipersyaratkan dalam akad,
praktik semacam ini dalam terminologi Syafiiyyah biasa disebut zasan atau al-
gard al-hasan. Bagi mayorita ulama akad ini dikatakan sebagai sebenar-

benarnya akad utang-piutang (al-qard al-haqiqi).?

Aktivitas muamalat di Indonesia secara umum merujuk pada Fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia yang
kemudian disebut DSN-MUI. Lembaga ini ditunjuk secara sah oleh Bank
Indonesia sebagai otoritas pemberi fatwa mengenai persoalan kegiatan mualamat
di Indonesia.* Bukan hanya memberi fatwa, DSN-MUI juga memiliki tugas
memberi pengawasan, membuat pedoman, mengeluarkan surat edaran,
memberikan rekomendasi, menerbitkan surat pernyataan kesesuaian syariah dan

lain-lain. DSN-MUI juga memiliki sejumlah wewenang diantaranya

® lbnu “Abidin ‘Alaih, Ar-Radd al-Mukhtar, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003 M./1423 H.),
IV: 171; Aba al-Hasan al-Malikiy, Kifayah at-7alib ar-Rabbaniy, (Bairat: Dar al-Fikr, 1412 H.), II:
150; Abd al-Hamid asy-Syarwaniy, Hasyiyah asy-Syarwaniy 'Ala Tukfat al-Muhtaj (Bairat: Dar Thya'
at-Turas al-“Arabiy, 1983 M./1357 H.), V: 36.

* 1. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/1V/2001 tentang al-Qard.



menerbitkan nota peringatan atas penyimpangan sebuah lembaga keuangan

syariah hingga pembekuan, persetujuan atau penolakan atas suatu permohonan.’

Selain DSN-MUI, salah satu fatwa representatif skala internasional
dipegang oleh Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial
Institution yang kemudian disebut AAOIFI. Tujuan AAOIFI diantaranya
mengembangkan pemikiran ekonomi sesuai prinsip syariah, mengeluarkan
pemikiran tentang akuntasi dan mengaudit, meninjau, menyajikan serta
menginterpretasikan standar akuntansi. Standar yang dikeluarkan AAOIFI saat
ini telah diadopsi oleh bank sentral dan otoritas keuangan di sejumlah negara
yang menjalankan keuangan syariah, baik secara penuh maupun sebagai
pedoman dasar.®” AAOIFI sesuai perannya juga mengeluarkan fatwa mengenai
produk akad yang ada di lembaga keuangan syariah. Kebetulan fatwa yang
dikeluarkan AAOIFI mengenai akad al-qard relatif berbeda dengan fatwa yang
dikeluarkan DSN-MUI, khususnya dalam menyikapi persoalan adat kebiasaan

(al- ‘adah) ®

Fenomena di atas pada akhirnya menjadi faktor determinan mengapa fatwa
DSN-MUI dan AAOIFI cukup menarik dijadikan bahan penelitian guna

mengetahui sejauh mana perbedaan keduanya serta bagaimana dampaknya bila

® https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ diakses pada 27 April 2018.

® Muammar Arafat Yusmat, Aspek Hukum Perbankan Syariah; dari Teori ke Praktik
(Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), him. 166 — 167.

" 1kit, Akuntasi Penghimpunan Dana Bank Syariah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish,
2015), him. 35.

8 Fatwa AAOIFI No. 19 Tahun 2004 tentang al-Qard.
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fatwa tersebut dijadikan legalitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan
roda perekonomiannya. Penilaian sejumlah pihak bahwa praktik riba dikatakan
sedemikian mengakar di lembaga keuangan syariah juga penting dicermati agar
diketahui di mana letak akar masalahanya. Bisa jadi penilaian itu merupakan
asumsi semata tanpa dasar, tapi bisa jadi merupakan fakta yang timbul dari
celah-celah fatwa, atau bisa jadi timbul karena pihak lembaga keuangan syariah

tidak mengetahui secara persis prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Perbedaan paling menonjol antara lembaga keuangan syariah dan lembaga
keuangan konvensional secara prinsip terletak pada aspek riba: sebuah isu paling
mendasar yang telah diatur dalam hukum muamalat.® Hal yang hampir lazim
terjadi di lembaga-lembaga keuangan konvensional ialah produk akad yang
ditawarkan hampir selalu identik dengan praktik riba. Paradigma semacam ini
sedikit banyak mempengaruhi perjalanan lembaga-lembaga keuangan syariah,
baik di tingkat nasional maupun Internasional. Al-Qur an dengan jelas dan tegas

menyebut hukum keharaman riba dan pada saat yang sama dipertentangkan

° Kata riba secara etimologi bahasa Arab ialah az-ziyadah yang berarti tambahan, atau ia an-
nama’ yang berarti tumbuh dan berkembang. Dalam termilogi hukum Islam kata riba memiliki
beragam definisi berdasarkan pemahaman masing-masing ulama. Menurut Hanafiyyah riba adalah
lebihan atau tambahan yang dipersyaratkan salah satu orang yang sedang berakad (muta’agidain)
tanpa adanya kompensasi sesuai ketentuan syariah. Malikiyyah tidak mendefinisikan riba secara
khusus kecuali dalam riba fadl yang didefinisikan sebagai penjualan, pembayaran, atau barter
makanan (pokok) dengan sejenisnya secara tunai (halan) serta terdapat lebihan di sana. Menurut
Syafiiyyah riba adalah tukar-menukar tanpa diketahui kesamaannya yang dilakukan secara tunai
maupun melalui tempo. Sedangkan menurut Hanabilah riba adalah sebuah kelebihan yang terjadi pada
sesuatu yang khusus. Terdapat banyak lagi pandangan para ulama dalam menejelaskan riba, misalnya
Abit Bakr ibn al-'Arabiy yang mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang tidak dibenarkan atas
nilai barang yang diserahkan terhadap nilai barang pengganti. Ada juga yang mendefinisikan sebagai
lebihan tanpa ada ganti yang dipersyaratkan salah satu dari para pihak. Menurut Antonia definisi riba
ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara baril atau salah. Lihat: Ramadan
Hafiz, Ramadan Hafiz, Mauqif asy-Syari’ah min al-Buniik, al-Mu’amalat al-Masrafiyyah, at-Ta ‘'min,
(Kairo: Dar as-Salam, 2009), hlm. 7 — 11; Sa’d a-din Muhammad al-Kibbiy, al-Mu’amalat al-
Maliyyah al-Mu’asirah fi daui al-Islam, (Bairtt: al-Maktabah al-Islamy, 2002), him. 154; Muhammad
Syafii Antonio, Bank Syariah; dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), him. 37.



dengan hukum kehalalan niaga (dagang). Ketentuan ini direfleksikan dalam
bentuk konsensus kaum muslimin sepanjang sejarah yang menegaskan bahwa
riba jelas-jelas dilarang dalam agama.'® Sayangnya praktik riba seakan menjadi
sebuah pemandangan yang sedemikian mengakar meski slogan-slogan antri riba

telah didengungkan sejak lama oleh para pemerhati ekonomi Islam.

Menurut Chapra, tidak mungkin menegakkan suatu bangunan kuat tanpa
adanya suatu fondasi yang kokoh, begitu pula tidak mungkin menegakkan suatu
ekonomi bebas riba tanpa adanya suatu lingkungan yang mendukung.** Dua
unsur ini harus dijadikan skala prioritas bagi pihak-pihak terkait dalam
menentukan kebijakan ekonomi berbasis syariah. Cita-cita itu dapat tercapai
dimulai dari perubahan cara berfikir (mainsett) seluruh lapisan masyarakat dan
tentu membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar. Lebih jelas, Islam
memiliki sistem tersendiri yang pernah berjalan berabad-abad lamanya sehingga
ekonomi berbasis riba tidak patut dijadikan patron normatif bagi perkembangan

ekonomi syariah selanjutnya.

Ekonomi syariah di era modern saat ini telah memasuki babak baru hingga
menyebabkan tantangan yang dihadapi generasi sekarang jauh lebih kompleks
daripada era-era sebelumnya. Semua dituntut bergerak maju dengan
menciptakan inovasi-inovasi, khususnya dalam tata kelola keuangan sebagai

bentuk penyesuaian diri serta dalam rangka memperkuat daya saing di tingkat

19 Ramadan Hafiz, Maugqif asy-Syari’ah..., him. 13 — 14,

X' M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani
Press; 2000), him. 43.



internasional. Ada sejumlah produk akad yang dirilis lembaga keuangan syariah
masa Kini tidak ditemukan bentuk spesifiknya di masa lalu. Akad-akad model
baru semacam itu pada umumnya merupakan hasil sintesis akad-akad
sebelumnya yang kemudian diramu sedemikian rupa hingga menjadi akad yang
terpadu misalnya dalam bentuk multi akad (hybrid contract/al- ‘ugid al-
murakkabah). Akad al-gard al-hasan dijadikan sebagai akad mandiri bagi
peneliti juga merupakan inovasi baru mengingat akad ini dalam hukum fikih
masa lampau terintegrasi dalam akad al-gard: yaitu sebuah akad yang tidak
berdiri sendiri dan bersifat insidental. Fenomena semacam ini mengharuskan
semuanya agar berpandangan terbuka mengingat inovasi-invosi semacam ini
kedepan akan bermunculan lebih banyak lagi. Lebih jelas, inovasi dalam bentuk
apapun harus diapresiasi selama di sana tidak terindikasi ribawi, terlebih

ketiadaan riba merupakan karakteristik ekonomi syariah.

Nuansa baru sebagaimana penjelasan di atas dalam dunia pemikiran Islam
memicu perdebatan para cendekiawan Muslim antara yang pro aliran ekonomi
konvensional, pro ekonomi syariah, dan yang pro aliran pembaharuan. Di
kalangan mereka terdapat sejumlah pandangan mengenai konsep pinjaman
berbunga yang oleh mayoritas kaum Muslimin lazim disebut riba. Di antara
pokok masalahnya ialah dalam menyikapi satu persoalan masing-masing di
antara mereka memiliki sikap dan penilaian berbeda-beda. Sebagian dari mereka
ada yang mengatakan persoalan itu merupakan riba yang diharamkan, ada yang
mengatakan riba yang diperkenankan (rukhsah), dan sebagian lain mengatakan

bukan riba yang halal dijalankan. Muhammad ‘Abduh, ‘Abdul Wahhab Khalaf



dan Ali Jum’ah diantara sosok yang mencoba berdamai dengan bunga bank

meski pendapatnya ditolak oleh mayoritas ulama.?

Menyikapi beragam pandangan di atas, salah seorang pakar tafsir
kenamaan Mesir, Sya’rawiy, mengatakan bahwa orang yang beralasan hukum
riba berlaku hanya pada bunga pinjaman berlipat ganda (ad’afan muda’afah)
merupakan pemahaman yang tidak dapat diterima. la merasa heran dengan orang
secara nyata begitu bersemangat menghalalkan sesuatu yang jelas dilarang oleh
agama. Dalam kesempatan yang sama, Al-Ghazaliy, salah satu ulama Al-Azhar
juga mengatakan bahwa dogma yang tertulis dalam semua Kitab suci agama-
agama secara jelas melarang riba. Bahkan dalam sejarahnya para pemeluk
agama-agama dikatakan tidak mempraktikkan riba.*® Bila demikian diharapkan
paradigma keuangan syariah, khususnya dalam persoalan akad al-gard, harus
tetap pada prinsip semula dengan berpegang teguh pada at-ta’awun (saling
tolong-menolong) dan ra’amul (bekerja sama), bukan melulu berorientasi pada
laba (ta’awanii ‘ald al-birri wa at-taqwa)."* Sementara untuk mewujudkan ini
diantaranya dapat berharap pada lembaga fatwa DSN-MUI dan AAOIFI
mengingat keduanya merupakan rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam

menerbitkan produk keuangannya.

64.

12 Wahbah az-Zuhailiy, al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), VII:

3 Yusuf al-Qaradawiy, Fawdid al-Bunitk Hiya al-Riba al-Haram (Kairo: Dar as-Safwah li

an-Nasyr, 1997 M./1418 H.), him. 5 — 11.

Y Mansir al-Bahitiy, Kasysyaf al-Qanda’ ‘an Matn al-Igna’, cet. ke-1 (Bairit: ‘Alam al-

Kutub, 1417 H./1997 M.), Il1: 45.



Dalam konteks Indonesia, ada sebuah data menarik yang dikemukakan
Hamidi (2017) terkait akad al-gard atau al-qard al-kasan sebagai produk bisnis
keuangan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2015 besar
pembiayaan al-qard al-hasan di Bank Syariah Nasional mencapai Rp 10,6
triliun atau sekitar 1,85 persen dari total pembiayaan syariah. Jumlah ini
menurun dari tahun sebelumnya, yaitu pada 2014 yang mencapai Rp. 11,46
triliun atau sekitar 3,2 persen. Rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir
pembiayaan al-gard al-kasan pernah mencapai hampir tujuah persen dari total
pembiayaan pada 2010." Data ini memperijelas bahwa akad al-gard merupakan
salah satu diantara produk akad lembaga keuangan syariah yang amat penting

dikaji agar gambaran hukumnya dapat diketahui secara utuh dan sempurna.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini peneliti mengambil

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan konsep akad al-gard menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa
AAOIFI?

2. Bagaimana pandangan magasid asy-syari’ah mengenai fatwa tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Kehadiran penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman akad al-

gard menurut fatwa skala nasional DSN-MUI dan fatwa skala internasional

15 M. Luthfi Hamidi, “Bank Syariah, Asosial?” dalam:
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/31/ofwb87-bank-syariah-asosial. Diakses
pada 6 April 2017.
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10

AAOIFI. Peneliti juga akan memaparkan bagaimana perbedaan fatwa yang
dikeluarkan kedua lembaga tersebut serta seberapa tingkat ketepatannya. Selain
itu peneliti juga akan menjelaskan pandangan magasid asy-syari’ah perspektif
Jasser Auda mengenai fatwa DSN-MUI dan AAOIFI bila kemudian dijadikan
legalitas produk bisnis keuangan di lembaga keuangan syariah didukung dengan

teori al-qawa’id al-fighiyyah.

. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, hasil dari

penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
a.  Turut berkonstribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam,
khususnya perekonomian berbasis syariah di era kekinian.
b. Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti berikutnya dalam
mengkaji perkonomian berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan bermanfaat bagi para pemegang otoritas pekonomian
berbasis syariah dalam menentukan kebijakan dalam upaya menciptakan
sekeligus mengembangkan produk keuangan yang ada.
b. Diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan dalam menentukan

aktivitas perekonomiannya berkaitan dengan akad al-gard.
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E. Kajian Pustaka
Pembahasan akad al-qard telah banyak diulas para peneliti sebelumnya
dengan berbagai pendekatan. Karya yang dihasilkan juga beragam, baik dalam
bentuk buku, jurnal, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Setidaknya penulis

berusaha mengkaji tiga penelitian yang ada sebelumnya:

Pertama, penelitian Santoso (2015) dengan judul: “Pelaksanaan Akad
Pembiayaan Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang”. Dalam
penelitiannya, Santoso menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan al-qard pada
Bank BRI Syariah Cabang Semarang, mengetahui dan menganalisis upaya yang
dilakukan Bank BRI Cabang Semarang agar peminjam mengembalikan. Di sana
juga menganalisis sanksi yang diberikan Bank BRI Cabang Semarang dalam hal

peminjam tidak mengembalikan pinjaman.

Rumusan masalah yang diberikan mencakup tiga pertanyaan besar
mengenai bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan Qardh pada Bank BRI
Syariah Cabang Semarang, upaya apa yang dilakukan Bank BRI Syariah Cabang
Semarang agar nasabah mengembalikan pinjaman, dan apa sanksi sekaligus
penyelesaian Bank BRI Syariah Cabang Semarang dalam hal nasabah tidak

mengembalikan pinjaman.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis
digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang bank syariah
berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan pendekatan empiris

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat
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dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek

kemasyarakatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan qgard diberikan pada
golongan pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit pada bank
konvensional dengan jumlah maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dengan jangka waktu pengembalian maksimum 12 (dua belas) bulan. Apabila
peminjam belum dapat mengembalikan pinjaman, Bank BRI Syariah Cabang
Semarang akan menghapus file gard peminjam. Hanya saja penelitian ini tidak

membidik akad al-gard dari aspek hukum syariahnya.

Kedua, penelitian Badrudin (2011) berjudul: “Manajemen Pembiayaan
Produk Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun
2011) . Penelitian ini terkait dengan studi kasus manajemen pembiayaan al-
gard al-hasan di BPRS Metro madani yang dinilai memiliki pembiyaan relatif
tinggi. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi aspek
pembiayaan al-qard al-kasan di BPRS Metro madani yang dinilai cukup tinggi,
sejauh mana penerapan POAC oleh BPRS Madani, serta kesesuaian antara teori

manajemen dengan praktik BPRS Metro Madani.

Sesuai penjelasannya penelitian ini  bersifat konfirmatif terhadap
manajemen pembiayaan al-gard al-kasan di BPRS Metro Madani yang memiliki
porsi pembiayaan relatif tinggi melalui pendekatan phenomenology dengan

model deskriptif. Data yang digunakan berupa data eksternal, yaitu data dari
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penelitian sebelumnya serta teori-teori yang mendukung serta internal yaitu

sebuah kesimpulan yang diambil oleh peneliti.

Hasil penelitiannya ialah manajemen POAC untuk pembiayaan al-gard al-
hasan di BPRS Metro Madani dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip al-
gard. Ketidaksesuaiannya terletak pada aspek implementasinya seperti
keharusan adanya jaminan atau adanya orang yang bertanggung jawab. Selain
itu penerima pembiayaan al-gard al-kasan juga dibatasi pada dua kategori orang

yang sakit dan gharim, yaitu orang yang terlilit utang.

Ketiga, penelitian Purwadi (2014) dengan judul: “Al-Qard dan al-Qard
Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan
Syariah”.  Pokok  persoalan yang  diangkat adalah  bagaimana
pertanggungjawaban sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)
Perbankan syariah di Indonesia, perkembangan dan pelaksanaan ketentuan
hukum produk al-qard dan al-gard al-kasan sebagai wujud tanggung jawab
sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pada PT

Bank Muamalat Indonesia Thk.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Fokus penelitian dilakukan pada
pembatasan ruang lingkup dan bagaimana al-gard dan al-qard al-kasan dalam
kaitannya dengan upaya apa Yyang dilakukan perbankan syariah dalam
memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban

sosial (corporate social responsibility). Proses analisisnya bersifat normatif,
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yakni sebuah kajian yang mengambil ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-
asas hukum dari sistem hukum umum maupun sistem hukum Islam. Pendekatan
kajiannya menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan

pendekatan analisis normatif (normative approach analysis).

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, tanggung jawab sosial
perusahaan (corporate social responsibility) perbankan syariah dimaknai sebagai
instrumen untuk meningkatkan Kkinerja dan pelayanan pada masyarakat.
Penerapan program CSR tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan,
kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui
produk pembiayaan. Kedua, dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik
(khusus) yang mengatur pelaksanaan al-gard dan al-gard al-asan sebagai CSR
pada perbankan syariah. PT Bank Muamalat Thk belum merumuskan aplikasi
dan implementasi prinsip al-gard dan al-qard al-hasan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penilitian di atas secara umum belum mengurai secara mendalam aspek
hukum syariahnya kecuali merefer pada fatwa DSN-MUI dan hukum positif
perundang-undangan Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-
penelitian sebelumnya terletak pada aspek kejelasan hukum serta aspek
magasid-nya. Lebih spesifik, penelitian ini secara komparatif mengacu pada
rumusan Fatwa skala nasional DSN-MUI dan fatwa skala internasional AAOIFI

dipadukan dengan pendapat para pakar fikih lintas mazhab melalui pendekatan
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teori magqasid asy-syari’ah perspektif Jasser Auda dan didukung dengan teori al-

qawa’id al-fighiyyah.

. Kerangka Teoretis

Dalam tulisan ini, peneliti akan menggunakan magqasid asy-syari’ah
gagasan Auda sebagai teori utama (grand theory) serta al-gawa 'id al-fighiyyah
sebagai teori pendukung (secondary theory). Teori magasid asy-syari’ah
dijadikan sebagai norma serta kerangka berfikir filosofis dalam membaca
hukum-hukum, baik yang ada di seluruh bagian hukum Islam, keputusan-
keputusan hukum dalam bab al-gard secara umum, maupun produk fatwa DSN-
MUI dan AAOIFI tentang al-gard. Lebih spesifik teori ini akan mengidentifikasi
tujuan-tujuan syariah yang terkandung dalam akad al-gard di masing-masing

tingkatan serta ruang lingkupnya.

Sebelum masuk ke ranah hukum, peneliti akan menggunakan teori bantu
berupa al-gawa’id al-fighiyyah. Fungsi teori ini untuk memastikan bahwa
keputusan-keputusan hukum yang ada dalam fatwa skala nasional DSN-MUI
maupun fatwa skala internasional AAOIFI sebagai legalitas lembaga keuangan
syariah dalam menerbitkan produk bisnis akad al-gard tidak bertentangan
dengan aturan-aturan umum yang ada dalam hukum syariah. Tahap selanjutnya
akan berbicara hukum spesifik akad al-qard sebagai bagian dari al-akkam an-
nawazil (ketentuan hukum permasalah baru yang terjadi di tengah masyarakat).

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori Magdasid asy-Syari’ah Perspektif Jasser Auda
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Analisis penelitian ini menggunakan teori magasid asy-syari’ah
versi Jasser Auda. Kata magasid dalam pengertian Auda dijelaskan
sebagai sasaran baik diberlakukannya suatu hukum. la merupakan tujuan-
tujuan ke-llahi-an dan konsep moral dalam hukum-hukum.* la juga
bermaka nilai-nilai filosofis di balik hukum-hukum.*” Secara garis besar,
landasan yang digunakan dalam analisis menggunakan tiga pemikiran

Jasser Auda:

Pertama, perbaikan jangkauan (mu’alajah al-mustawayat). Teori
ini memiliki tiga tingkatan yang terdiri dari al-magasid al-‘ammah, al-
magqasid al-khassah, dan al-magasid al-juz’ iyyah sebagai perbaikan dari
konsep magasid masa lampau. Tahapan ini akan meninjau masing-masing
tiga tingkatan tersebut yang di dalanya memuat fatwa DSN-MUI dan fatwa
AAOQIFI tentang al-qard. Hal ini untuk memastikan apakah seluruh
tingkatan tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan ke-llahi-an yang
dikehendaki magasid asy-syari’ah, serta seluruhnya tidak saling

bertentangan.

Kedua, pengembangan ekonomi kognitif (al-igtisad al-ma rifi)
melalui spirit maqgasid asy-syari’ah. Tahapan ini akan mengamati seberapa
kesesuaian fatwa DSN-MUI dan fatwa AAOIFI serta peran fatwa bila

dijadikan referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengeluarkan

16 Jasir ‘Audah, Magasid asy-Syari’ah Ka Falsafath |i at-Tasyri’i al-Islamiy: Ru'yah
Manziimah, (London: Al-Ma’had al-*Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 2012), him. 13-14.

7 1bid., him. 13-14.



17

produk keuangan berupa akad al-gard. Proses ini untuk memastikan
apakah fatwa DSN-MUI dan fatwa AAOIFI memiliki dampak signifikan
menjadi bagian dari ekonomi kognitif di tengah keterpurukan kondisi umat

Islam saat ini.

Ketiga, skala prioritas (al-aulawiyyat). Tahapan ini akan
menganalisis secara keseluruhan fatwa DSN-MUI dan fatwa AAOIFI
mengenai akad al-gard serta status al-gard bila dijadikan produk bisnis di
lembaga keuangan syariah. Proses analisis akan dilakukan secermat
mungkin mengenai keberadaan fatwa serta produk bisnis keuangan al-qard
-yang umumnya merefer pada fatwa tersebut- apakah kemunculannya
merupakan sesuatu yang mutlak tak bisa ditawar. Di samping itu analisis
juga akan mengarah pada tingkat kesesuaiannya dalam perspektif skala

prioritas (al-aulawiyyat)

. Teori al-Qawaid al-Fighiyyah

Selain teori di atas, proses analisis penelitian ini akan didukung
dengan teori al-gawaid al-fighiyyah guna mengidentifikasi ketentuan-
ketentuan hukum secara umum yang ada dalam akad al-gqard yang
kemudian diaplikasikan pada fatwa skala nasional DSN-MUI dan fatwa
skala internasional AAOIFI. Al-gawaid al-fighiyyah secara terminologi
diartikan sebagai aturan umum atau universal (kulliyyah) yang dapat

diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya
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(juz’iyyah). Peneliti dalam proses analisisnya akan berpijak pada dua dari
lima kaidah dasar (al-gawa’id al-kulliyyah al-kubra), yaitu:

Pertama, kaidah WLaslie s, yaitu setiap perkara (perbuatan)
ditentukan berdasarkan niatnya. Teori ini akan mengamati seperti apa
status niat para pihak saat menjalankan akad al-gard di lembaga keuangan
syariah sebagai representasi fatwa DSN-MUI dan AAOIFI. Kaidah ini
digunakan untuk mengukur sejauh mana ketulusan para pihak dalam
berbuat kebajikan dan tolong-menolong serta untu memastikan tidak
adanya motif keuntungan di antara mereka saat berakad al-gard.
Pembacaan juga akan didukung dengan kaidah-kaidah lain yang lahir dari
kaidah ini diantaranya Salls BUYI Y ¢ laally aaliall 253l 8 5l yaitu
patokan dalam berakad diambil dari maksud/tujuan dan maknanya bukan
ungkapan dan bentuknya.

Kedua, kaidah 4«Ss« 3ixll yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan
sebagai landasan hukum. Kaidah ini akan digunakan untuk mengamati adat
kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat saat mereka melakukan akad
al-gard di lembaga keuangan syariah sebagai representasi fatwa.
Barometer ini digunakan untuk mamastikan tidak ada kebiasaan memberi
tambahan dari jumlah nilai yang diutangkan dalam akad al-gard di
lembaga keuangan syariah. Dalam proses menganalisis peneliti juga akan
menggunakan kaidah-kaidah turunan yang lahir dari kaidah ini,
diantaranya Us & b5 ,8allS B e a5 2l berarti sesuatu yang dikenal secara

adat kebiasaan seperti persyaratan yang diungkapkan menjadi syarat.
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3. Ahkam an-Nawazil, yaitu hukum-hukum kontekstual yang diambil dari
ketentuan fatwa maupun fikih lintas mazhab berkaitan dengan akad al-
gard. Kata al-qard secara etimologi ialah al-qas 'u yang berarti potong atau
putus, sementara secara etimologi ia berarti penyerahan harta kepada orang
lain sebagai bentuk kemurahan hati agar kelak dikembalikan seperti
semula.’® Menurut mayoritas ulama akad ini memiliki tiga rukun berupa
kesepakatan (jab wa qabil/sigah), para pihak (muqrid wa
muqtarid/’agidain) dan obyek yang utangkan (syai’ muqrad/ma’qiid
‘alaih).® Menurut Hanafiyyah rukunnya hanya kesepakatan (sigah),
karena hanya dengan kesepakatan menyebabkan para pihak dan obyek

akad menjadi sebuah keniscayaan.”

Masing-masing rukun dalam akad al-qard memiliki sejumlah
syarat. Perama, syarat kesepakatan (siga/) dapat menggunakan kata gard,
salaf, atau kata-kata lain yang sudah lazim dimengerti oleh para pihak
sebagai bentuk ijab kabul,?* baik berupa perkataan maupun perbuatan
sebagai tanda persetujuan. Makna ijab adalah pernyataan pihak pertama
yang menetapkan kesepakatannya dalam bertransaksi terhadap pihak
kedua baik dalam proses penyerahan obyek akad maupun dalam

penerimaan, sementara makna kabul ialah jawaban kesepakatan dari pihak

¥ Tonu ‘Abidin ‘Alaih, Radd al-Muhtar ‘ald ar-Radd al-Mukhtar, (Riyad: Dar Alam al-
Kutub, 2003 M./1423 H.), VII: 388;

9 An-Nawawi, al-Majmii’ Syarh al-Huhazzab, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), X11: 253.
2 Wizarah al-Auqgaf wa asy-Syu'@in al-Islamiyyah, al-Mausii ‘ah....., XXX: 200.

2l Bahkan menurut Muhammad Amin akad ini dapat menggunakan kalimat i’@rah yang
dalam bahasa Indonesia juga berarti meminjam. Lihat: Muhammad Amin, Radd al-Muhtar ‘ala Durr
al-Mukhtar, (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), VII: 388.
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kedua dengan prinsip saling merelakan.?? Kabul disyaratkan harus
dilakukan secara langsung sebelum ijab dicabut secara permanen dari
pihak pertama.?®

Kedua, syarat keberadaan para pihak (‘agidain) yang terdiri dari
pihak pemberi utang (muqgrig) dan pihak penerima utang (mugtarid).
Ulama tidak terjadi perbedaan mengenai syarat pihak pemberi utang harus
orang yang memiliki kecakapan bertindak (ahliyyah |i at-tasarruf)
sehingga tidak sah bagi anak kecil atau orang gila melakukan akad al-
qard.24 Bagi pihak penerima utang, menurut Syafiiyyah harus orang yang
memiliki kecakapan bekerja (ahliyyah al-mu’amalah)® dan atau
kecakapan bertindak (ahliyyah li at-tasarruf), bukan hanya cakap berbuat
baik (ahliyyah at-tabarru’).?® Itu sebabnya orang yang sedang mengalami
kepailitan bagi Syafiiyyah diperbolehkan berakad al-qard selama ia
memiliki kecakapan bekerja.”’

Ketiga, syarat obyek yang diutangkan harus memenuhi beberapa
Kriteria: a) harus berupa harta yang memiliki padanan (misliyyat), yaitu
harta yang tidak banyak memiliki perbedaan dari aspek nilai, timbangan

atau ukuran; b) segala harta yang dapat ditransaksikan dalam akad salam

22 5a°d a-din Muhammad al-Kibbiy, al-Mu amalat al-Maliyyah..., him. 51,
8 Wizarah al-Auqgaf wa asy-Syu'@in al-Islamiyyah, al-Mausi ‘ah....., XXX: 212.
% As-Sarakhsiy, al-Mabsii, cet. ke-1, (Bairdt: Dar al-Kutub al-*Alamiyyah, 1414 H.), him.

XIV: 41; An-Nawawi, al-Majmi ..., XIl: 253; Ibn al-Qudamah, al-Mugniy, cet. ke-1, (Bairat: Dar al-
Fikr, 1405), 1V: 383.

him. 53.

% Ar-Ramliy, Nikayah al-Muhtaj, (Bairiit: Dar al-Fikr, 1984), 1V: 225,
% An-Nawawi, al-Majmii ..., X11: 253
%" Sulaiman al-Jumal, Hasyiyah al-Jumal ‘ala Syarh al-Manhaj, (Bairiit: Dar al-Fikr, t.th.),
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(pesanan) berarti dapat dijadikan obyek akad al-gard menurut kriteria
Syafiiyyah.”® Bahkan menurut Ibnu Taimiyyah, keberadaan fungsi atau
kegunaan (manfa’ah) dari sebuah harta dapat dijadikan obyek akad al-
qard;® c) obyek akad harus diketahui para pihak, baik ukuran maupun

sifat dan ini tidak terjadi perbedaan di kalangan ulama.*

Setelah menjelaskan kerangka teoretis di atas, berikut ini akan dijelaskan
mekanisme analisis melalui dua teori di atas. Teori magasid asy-syari’ah akan
mengidentifikasi tujuan-tujuan syariah dalam pemberlakuan akad al-gard, teori
al-qawa’id al-fighiyyah akan mengidentifikasi rumusan-rumusan umum hukum
fikihnya, baru kemudian masuk pada ranah hukum kontekstualistik (akam an-
nawazil). Setelah ketentuan hukum itu diketahui, proses selanjutnya akan

diverifikasi oleh teori magasid asy-syari’ah.

> Magqasid asy-Syari’ah
7 A2
=8 Al-Qawa ’id al-Fighiyyah
D
> N5
—— N p—— 3
~4| Ahkam an-Nawazil :

Gambar 1: Hierarki teoretis dalam menganalisis akad a/-gard dan
tentu juga berlaku pada akad-akad yang lain.

% An-Nawawi, al-Majmii ..., X11: 259.
% |bnu at-Taimiyyah, al-Ikhtiyarat al-Fighiyyah, (Bairat: Dar al-Ma’rifah, 1978), him. 476.

% |bnu Hajar al-Haitamiy, Tukfah al-Muhzaj, (Bairit: Dar Thya' at-Turas al-*Arabiy, 1983),
V: 44; 1bnu al-Qudamabh, al-Mugniy..., IV: 386.
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G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat ilmiah sesuai kerangka teoretis yang telah disebutkan

di atas. Proses penelitiannya menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

2.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-analitis yang
diambil dari kepustakaan mengenai akad al-gard yang bersifat normatif-
yuridis dengan cara menganalisis bahan-bahan primer, sekunder dan
tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan fatwa skala nasional
DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard dan fatwa skala
internasional AAOIFI nomor 19 tahun 2004 tentang al-Qard; bahan
hukum sekunder terdiri dari berbagai ketentuan hukum fikih lintas mazhab
terkait akad al-gard diantaranya al-Majmii’ Syarh al-Huhazzab Karya an-
Nawawi, al-Mugni karya lbn al-Qudamah, al-Mabsit karya as-Sarakhsi,
Radd al-Muhtar karya Ibn ‘Abidin, Kasysydf al-Qana’ Karya al-Bahiiti,
dan lain-lain; bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Indonesia,

kamus bahasa Arab dan ensiklopedi hukum Islam.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga teknik
yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah menelusuri bahan-bahan
pustaka yang koheren dengan objek pembahasan dimaksud dengan cara

menghimpun: data primer yang terdiri dari ketentuan fatwa skala nasional
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DSN-MUI dan fatwa skala internasional AAOIFI nomor 19 tahun 2004
tentang al-Qard; data sekunder terdiri dari berbagai hukum fikih lintas
mazhab terkait akad al-gard diantaranya al-Majma’ Syarh al-Huhazzab
karya an-Nawawi, al-Mugni karya lbn al-Qudamah, al-Mabsit karya as-
Sarakhsi, Radd al-Mu#tar karya Ibn ‘Abidin, Kasysyaf al-Qand’ Karya al-
Bahiiti, dan lain-lain, serta; data tersier berupa kamus hukum, kamus

Indonesia, kamus bahasa Arab dan ensiklopedi hukum Islam.

3. Teknik Analisis Data
Setelah data dikumpulkan, analisis data akan dilakukan dengan
menggunakan metode kualitatif melaui komparasi bahan yang diperoleh
melalui kepustakaan. Selanjutnya proses serta hasil analisis akan
dituangkan dalam uraian pembahasan secara sistematis. Kesimpulan akan
diambil berdasarkan penelitian, hasil analisis serta dilengkapi dengan

saran-saran yang dinilai bermanfaat.

H. Sistematika Pembahasan
Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis akan disusun
dalam bentuk laporan akhir melalui sistematika penulisan saling berkaitan

sebagaimana penjelasan berikut:

Bab | berisi pendahuluan. Di dalamnya berisi tentang latar belakang
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.
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Bab Il berisi tentang tinjauan pustaka. Di dalam bab ini akan mengurai
teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri atas dua sub-bab
meliputi teori utama magasid asy-syari’ah perspektif Jasser Auda dan teori

bantu al-gawa 'id al-fighiyyah.

Bab 111 berisi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya
berisi tentang penjelasan prinsip akad al-gard serta ruang lingkupnya perspektif
fatwa skala nasional yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, dan fatwa skala
internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Keduanya dijasajikan secara

lengkap.

Bab 1V berisi tentang analisis peneliti mengenai produk fatwa DSN-MUI
nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-gard dan fatwa AAOIFI nomor 19
tahun 2004 tentang al-qard serta dipadukan dengan pandangan para pakar fikih
lintas mazhab. Uraian juga mencakup celah-celah yang ada dalam masing-
masing fatwa serta sejumlah pembacaan magasid asy-syari’ah terhadap fatwa

al-gard apabila dijadikan produk bisnis keuangan di lembaga keuangan syariah.

Bab V adalah penutup. Di dalamnya akan memaparkan kesimpulan serta
jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Apabila
terdapat fakta baru tetapi tidak terurai dalam jawaban, fakta tesebut akan

dimasukkan ke dalam saran-saran.

Selain hal-hal yang terdapat dalam bab-bab di atas juga akan memuat
daftar pustakan yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis. Dan yang

terakhir akan disertakan lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.
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BABV:PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melalui uraian panjang di atas, peneliti akan memaparkan

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI memiliki sejumlah perbedaan dan
kesamaan, baik dari aspek wilayah jangkauan, butir-butir fatwa, maupun
dampak yang ditimbulkan dari fatwa-fatwanya. Perbedaan dan kesamaan
ini akan dirangkum dalam penjelasan berikut ini:

a. Wilayah jangkauan serta pengaruh fatwa DSN-MUI hanya berskala
nasional menyentuh lembaga keuangan syariah yang ada di
Indonesia, sementara fatwa AAOIFI lebih global meliputi Timur-
Tengah, Asia, dan sebagian Eropa.

b. Fatwa yang dikeluarkan AAQIFI jauh lebih komprehensif daripada
fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI khususnya tentang al-gard.
Butir-butir fatwa AAOIFI banyak menuangkan redaksi antisipatif
sementara fatwa DSN-MUI memiliki sejumlah celah yang dapat
dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah.

c. Fatwa DSN-MUI maupun AAOIFI sama-sama tidak menuangkan
niat (an-niyyah) dalam butir-butir fatwanya meski niat merupakan
unsur penting bagi kaum Muslimin dalam menjalankan
aktivitasnya.

d. Perbedaan paling mendasar di antara keduanya terletak pada butir

adat kebiasaan (al-‘adah) yang dituangkan dalam fatwa AAOIFI,
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namun tidak diakomodir dalam fatwa DSN-MUI. Padahal adat
kebiasaan merupakan salah satu diantara pijakan penting dalam
hukum Islam.

e. Ketiadaan adat kebiasaan (al- ‘@dah) dalam butir-butir fatwa DSN-
MUI menjadi celah bagi lembaga keuangan syariah menerbitkan
akad al-gard untuk meraih keutungan hingga rentan digunakan

legitimasi ajang praktik riba.

2. Pandangan magasid asy-syari’ah mengenai fatwa DSN-MUI dan AAOIFI
terdapat beberapa catatan kaitannya dengan perbaikan jangkauan
(mu’alajah al-mustawayat), ekonomi kognitif (al-igtisad al-marifi), dan

skala prioritas (al-aulawiyyat). Penjelasannya sebagai berikut:

a. Ada indikasi ketidakselarasan jangkauan antara al-magdasid al-
juz'iyyah dengan jangkauan magasid di atasnya, yaitu al-magasid
al- ‘ammah dan al-magasid al-khassah. Masing-masing dari al-
magqasid al- ‘mmah dan al-maqasid al-khassah sama-sama memiliki
tujuan bagimana akad al-qard menjadi basis pengembangan
ekonomi melalui pertolongan pada masyarakat kurang mampu,
sementara dalam al-magasid al-juz’iyyah cenderung digunakan
untuk meraup keuntungan dari orang-orang kurang mampu.

b. Akad al-gard berpotensi dijadikan sebagai pengembangan ekonomi
kognitif (al-igtisad al-ma’rifi), yaitu ekonomi berbasis ilmu
pengetahuan yang finalnya umat Islam memiliki daya saing di

tingkat internasional.



101

c. Skala prioritas (al-aulawiyyat) dalam akad al-qard harus
dirumuskan ulang agar keluarnya produk ini dapat tepat mengenai
sasaran pada orang yang kurang mampu daripada diperuntukkan
perusahaan-perusahaan  raksasa  yang  seringnya  hanya

menghasilkan kebutuhan konsumtif.

Demikian ini adalah kesimpulan-kesimpulan peneliti sebagai jawaban dari

rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

B. Saran-Saran
Menyadari adanya keterbatasan dalam tulisan ini, peneliti memberi
sejumlah saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya serta para

pemegang otoritas kebijakan sebagai berikut:

1. Untuk Para Peneliti Selanjutnya
Pertama, berharap pada peneliti selanjutnya agar melakukan
penelitian secara komprehensif dan sistematis menyertakan fatwa-fatwa
lintas mazhab dan pemiki-pemikir modern. Kedua, berharap peneliti
selanjutnya agar memetakan kultur dan budaya masyarat lebih luas untuk
menentukan hukum praktik al-gard kaitannya dengan niat (niyyah) dan
adat kebiasaan ( ‘urf/’adah).
2. Untuk Para Pemegang Kebijakan
Pertama, berharap pada DSN-MUI agar lebih komprehensif dalam
memberikan fatwa agar tidak rentan dijadikan legitimasi pihak lembaga

keuangan syariah dalam melakukan praktik riba. DSN-MUI juga diharap
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meningkatkan kinerjanya dalam upaya memonitoring tiap-tiap produk
keuangan yang diterbitkan lembaga keuangan syariah demi menekan
terjadinya kesalahpahaman memaknai fatwa. Selain itu DSN-MUI juga
diharap menerbitkan ulang fatwa-fatwa yang banyak memiliki celah —
khususnya fatwa al-gard- demi meningkatkan kredibilitas fatwa-fatwanya.

Kedua, berharap kepada lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak
terkait agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan produk akad utang-
piutang tanpa adanya aktivitas nyata. Diharapkan pula kedepan lebih
inovatif menciptakan produk baru demi mewujudkan cita-cita ekonomi
syariah bebas riba serta demi meningkatkan daya saing di tingkat

internasional.
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FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
AL-QARDH

o By

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang . a. bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) di samping sebagai
lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial
yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;

b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat
dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-
Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang
diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh
LKS dan nasabah.

c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk
dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
- o o Sor -~ 0 A~ - %

R, < J,\ J‘ oAk o218 15) 1,5 U,.U\ b
"Hai orang yang berzman’ Jika kamu bermu ‘amalah tidak

secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."”
(QS. al-Baqarah [2]: 282).

Z
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“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. al-
Ma'idah [5]: 1).

e e ) 85k s (43 O O
“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah
tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:
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Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
menolong saudaranya” (HR. Muslim).

(sl ol 4 ) (..Up ;;;.15\ J.]a.l
“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu
adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).
axbe -plg 391> f‘) u‘L“"‘J‘ ol ) A.:).z;} A:pJFJ:u b\}J\ 63

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”
(HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

z i )}/aza,/a/ ‘.
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“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling
baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
A J,.\ o Y3 e \;;pr\ M\”’“\; Cw‘
.Lﬂ‘J;- J’-\ j‘ \b)\:- (J:- Uo}.& YE/(»-/@-%),& J& J}»{L«J\/}

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yvang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

Kaidah figh:
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“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang
berpiutang, mugridh) adalah riba.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG AL-QARDH

Ketentuan Umum al-Qardh

1.

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah
(mugqtaridh) yang memerlukan.

Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Dewan Syariah Nasional MUI
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Kedua

Ketiga

Keempat

Ketua,

4.

3

LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana
dipandang perlu.

Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan)
dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam
akad.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi

1.

Dalam  hal nasabah  tidak  menunjukkan  keinginan
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan
karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi
kepada nasabah.

Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud
butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang
jaminan.

Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus
memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber Dana
Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

a.
b.
c.

Bagian modal LKS;
Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran
infagnya kepada LKS.

. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ~ : Jakarta

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,

Dewan Syariah Nasional MUI
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K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syariah Nasional MUI
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1. Tim Konseptor Simposium Internasional Persatuan Pelajar Indonesia (PPI)
Dunia, 2016

2. Nara Sumber Dialog Ramadan di Radio PPI Dunia, 2016
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5. Direktur Eksekutif Research Center PCINU Mesir, 2012-2014

6. Lulusan Terbaik Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKEIS) ICMI Orsat Kairo,
2011-2013

7. Pembimbing Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKEIS) ICMI Orsat Kairo,
2013-2014

8. Pembimbing Sekolah Menulis (SMW) Kelompok Studi Walisongo (KSW)
Mesir, 2013

9. Aggota Majelis Pertimbangan Anggota KSW Mesir, 2013-2014
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10. Delegasi Pesantren Agrobisnis se-Jawa-Sumatera, Departemen Pertanian
(sekarang Kementerian Pertanian) di Jakarta, 2004

D. Minat Keilmuan:

Fikih Progresif, Usil al-Figh, Magasid asy-Syari’ah, Tasawuf Falsafi, Teologi,
Ekonomi Syariah, Politik dan Kenegaraan.

E. Karya-karya:
1. An-Naiw al-Muyassar (Metode Cepat Baca Kitab)
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‘alda al-Waragqat fi Usil al-Figh li al-fmam al-Haramain (Usul Fikih)
3. Dalil al-Mahid: fi Ma’rifah al-Haid, wa al-Nifas, wa al-1stihdadah, wa Ma
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4. Panduan Haid (terjemahan dari Dalil al-Mahid).
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